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Abstract:

Along with the widespread application of Islamic law, the Government of Aceh implemented an exclusive zone for the application of sharia economics. The issuance of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) in Aceh emphasizes the dynamics of the Islamic economy in Aceh which marginalizes non-Sharia financial institutions. This paper aims to discuss sharia policy in Aceh on the issue of LKS in Aceh. Data was collected through interviews with heads of the Islamic Sharia Service, academics and activist NGOs. The data is then analyzed using a public policy approach. The results of the study found that economic policies, expecially LKS in Aceh are exclusive, which is different from the welfare goals of the Acehnese people, which are inclusive. After the issuance of the LKS Qanun, only LKS were allowed to operate in Aceh, while non-sharia financial institutions were prohibited from operating in Aceh. The exclusivity of this sharia economy is based on the paradigm of Aceh's Islamic identity which is directed at implementing comprehensive Islamic sharia. This policy is a local politics that has an identity on one face of Islam. This policy has implications for people's difficulties in accessing inclusive finance, which can have an impact on the welfare of the people of Aceh.
Keywords: Exclucivity; sharia economy; publik policy; Aceh
Abstrak: 
Seiring meluasnya penerapan syariat Islam, Pemerintah Aceh menerapkan zona eklusif penerapan ekonomi syariah. Lahirnya Qanun No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh menegaskan dinamika ekonomi syariah di Aceh yang meminggirkan lembaga keuangan non-syariah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kebijakan syariah di Aceh dalam isu LKS di Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pimpinan Dinas Syariat Islam, akademisi, dan aktivis NGO. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan publik. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan ekonomi dalam bidang LKS di Aceh bersifat eklusif yang berbeda dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Aceh yang bersifat iklusif.  Pasca terbitnya Qanun LKS, hanya LKS yang dibolehkan beroperasi di Aceh, sedangkan lembaga keuangan non-syariah dilarang beroperasi di Aceh. Ekslusivitas ekonomi syariah ini dibangun atas paradigma melestarikan identitas keislaman Aceh yang berorientasi pada pelaksanaan syariat Islam yang komprehensif. Kebijakan ini merupakan politik lokal yang beridentitas pada satu wajah Islam. Kebijakan ini berimplikasi pada kesulitan masyarakat dalam mengakses keuangan yang inklusif, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
Kata kunci: eksluvitas; sharia economy; kebijakan publik; Aceh
Introduction  
Sebagai salah satu negara Muslim, ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan.
 Pada awalnya ekonomi syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang mengijinkan perbankan dengan sistem bagi hasil. Pada tahap berikutnya, UU No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. UU ini secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.  Ekonomi syariah kemudian berkembang pesat hingga memperluas cakupannya, seperti pasar modal syariah,  asuransi syariah, zakat, wakaf, dan industri halal. Sengketa hukum ekonomi syariah pun semakin jelas penyelesaiannya setelah disahkan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini telah memperluas kewenangan PA yang awalnya hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah. PA kemudian berwenang menangani permohonan penyelesaian sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. Setelah itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbit dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 berdasarkan UU. No. 3 Tahun 2006. 

Pengaturan ekonomi syariah dalam sejumlah perundang-undangan ini berimplikasi pada perkembangan ekonomi nasional.
 Perkembangan ini terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah dan adanya dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu, inovasi produk dan layanan perbankan syariah juga semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia juga telah mulai melakukan ekspansi ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Timur Tengah, dan Afrika. Hal ini menunjukkan potensi pasar global yang luas untuk produk dan layanan keuangan syariah buatan Indonesia.
Ekonomi syariah kemudian menjadi lebih kompetitif dalam praktik ekonomi nasional. 
Meluasnya perkembangan ekonomi syariah di level nasional juga berimplikasi pada eksistensi  ekonomi syariah  di Aceh paska pemberian keistimewaan Aceh.  Tiga paket undag-undang seperti Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kesitimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi legitimasi yuridis untuk melaksanakan ekonomi syariah di Aceh. Berpijak pada undang-undang inilah, perkembangan ekonomi syariah diakomodir dalam sejumlah peraturan daerah/qanun dalam Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Penaturan ekonomi syariah di Aceh sebenarnya merupakan bagian dari tradisi masyarakat Aceh. Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Mawah merupakan suatu mekanisme di mana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem mawah banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dsb) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) dimana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung. secara umum terlihat bahwa praktik mawah lebih mirip kepada praktik mudharabah yang biasa dipraktikkan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam praktik mudharabah, seseorang yang mempunyai modal, misalnya modal pertanian berupa tanah, akan memberikannya kepada orang lain untuk digarap yang hasilnya akan dibagi bersama. Kalau yang diberikan mawah adalah sawahnya, sedangkan benih untuk isi sawah tersebut dari petani, biasanya ketika panen hasilnya akan dibagi tiga bagian dengan rincian satu bagian untuk pemilik sawah dan dua bagian untuk petani penggarap. Sedangkan jika pemilik sawah menanggung benih padi ditanami, maka bagi hasil yang ditetapkan adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk petani. 
 

Sebagai daerah yang diberikan keluasan mempraktikan syariat Islam, ekonomi syariah di Aceh diberikan eklusivitas. Praktik ekonomi yang selama ini berkembang di Aceh bersifat inklusif yang menempatkan semua entitas ekonomi dapat beroperasi.  Situasinya berubah ketika di Aceh disahkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini menempatkan Lembaga Keuangan Syariah diberikan eklusivitas sebagai entitas tunggal yang melaksanakan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi, pegadaian, fidusia, hingga koperasi.  Qanun ini menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan di Aceh harus menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan aturan syariah.
 Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan harus melakukan konversi menjadi lembaga keuangan syariah atau tidak lagi dapat beroperasi di Aceh akibat tidak bersedia mengkonversi ke sistem syariah. 


Roadmap penerapan syariat Islam yang terus berjalan di Aceh menjadikan syariat Islam mengarah pada sifat komprehensivitasnya. Bidang akidah, ibadah, syiar Islam, pidana Islam telah diterapkan. Dengan disahkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, penerapan ekonomi syariah semakin lengkap setelah sebelumnya disahkan Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Penerapan ekonomi syariah di Aceh merupakan kebijakan politik mengarah pada eklusivitas syariatisasi dalam bidang hukum ekonomi. Berbeda dengan qanun di bidang akidah, ibadah, syiar Islam, dan pidana Islam, Qanun Lembaga Keuangan Syariah bersifat ekslusif, yang tidak mentolerir praktik lembaga keuangan non-syariah lainnya. 
Metode

Penelitian ini adalah peneltian lapangan dengan pendekatan politik, yaitu mendeskripsikan syariat Islam sebagai kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini mendeskripsikan pembentukan kebijakan syariat Islam yang berbasis pada aspirasi dan dukungan masyarakat yang berolaborasi dengan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebagai pusat pembentukan kebijakan Aceh dalam pemberlakuan syariat Islam.

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, akademisi, aktivis NGO, dan masyarakat. Data sekunder diambil dari dokumen perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 2005, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam (dept interview) dan focused group discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi terhadap dokumen perundang-undangan. Data penelitian ini kemudian dianalisis dalam kerangka analisis politik, yang menggambarkan kebijakan ekonomi syariah di Aceh, khususnya lembaga keuangan syariah.

Literature Review

Aceh merupakan daerah yang menarik minat para peneliti, terutama pada tiga hal penting, yaitu agama, politik, dan hukum. Hal ini disebabkan oleh keunikan Muslim Aceh berdasarkan pengalaman sejarahnya di masa kerajaan Islam dalam menerapkan syariat Islam dan perlawanannnya terhadap penjajah. Tak heran jika banyak sarjana mengkaji Aceh berdasarkan identitas keagamannya, yang berkaitan dengan ideologi agamanya yang diwujudkan dalam hukum syariah. Meskipun demikian, banyak studi Aceh yang keluar dari kajian pokok Aceh.
Studi tentang syariat Islam di Aceh dalam konteks politik umumnya dilakukan dalam isu konflik. Sejumlah sarjana, seperti Ichwan (2007), Aspinall (2007), dan Kersten (2018) melakukan studi Aceh dalam  isu konflik. Mereka menemukan bahwa rekognisi syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari solusi konflik politik agar Aceh tidak memisahkan diri dari Republik Indonesia.
 Yakni, konflik antara rakyat Aceh dengan pemerintah pusat diselesaikan dengan pemberian kewenangan Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Selain itu, studi Aceh juga diarahkan pada hubungan syariat Islam di Aceh dengan politik kekuasaan. Buehler (2008) dan Miller (2004) misalnya menemukan kebijakan penerapan syariat Islam di Aceh merupakan alat konsolidasi politik untuk pemenangan kontestasi politik.
 
Studi syariat Islam di Aceh ternyata tidak didominasi pada isu konflik dan politik. Sejumlah sarjana seperti Feener (2004), Zada et al., (2022), dan Afrianty (2015) mengembangkan kajian syariat Islam di Aceh dalam hubungannya dengan masyarakat.  Feener (2004) misalnya menemukan bahwa syariat Islam di Aceh menjadi alat rekayasa sosial
 sehingga masyarakat Aceh menjadikan syariat Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Namun, dalam kajian lain, penerapan syariat Islam di Aceh justru berdampak kepada perempuan dan anak-anak muda. Afrianty (2015), misalnya, menemukan bahwa perempuan-perempuan Aceh justru dapat berperan dalam proses demokratisasi dan islamisasi di Aceh melalui pembentukan organisasi masyarakat sipil berbasis perempuan.
 Anak-anak muda dalam studi Zada et. al (2022) juga memiliki agensi yang dinamis untuk bernegosiasi dengan penerapan syariat Islam sehingga mereka dapat menampilkan gaya hidup mereka dalam ruang publik tanpa bertentangan dengan syariat Islam.
 

Khusus dalam isu ekonomi syariah di Aceh, studi yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah sudah banyak dilakukan. Umumnya studi lembaga keuangan syariah di Aceh difokuskan pada isu Islamisasi sistem keuangan, seperti yang dilakukan Safitri et. al (2021). Studi generik ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah merupakan kebijakan negara dalam melakukan islamisasi sistem keuangan sebagai tandingan dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada kapitalisme.
 Studi lainnya menunjukkan peran penting lembaga keuangan syariah di Aceh. Budiman (2021) menunjukan peran lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
 Bahkan, lembaga keuangan syariah dalam studi Zulfahmi (2021) berhasil membantu ekonomi rakyat (UMKM) dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam.
 
Studi-studi tentang lembaga keuangan syariah di Aceh pada umumnya membahas optimisme peran lembaga keuangan syariah  dalam stabilitas ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Namun, studi kritis tentang kebijakan lembaga keuangan syariah di Aceh tidak banyak mengarah pada paradigma ekonomi yang inklusif yang dapat diakses oleh seluruh masyarakt tanpa membedakan suku dan agama. Lestari et. al (2021) dan Fahmi (2023) misalnya mengkritisi kebijakan lembaga keuangan syariah di Aceh yang bersifat eklusif,
 bersifat monopoli dan cenderung  tidak fair
 karena hanya menempatkan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh. Akibatnya, Qanun LKS memaksa sejumlah bank konvensional yang berada di Aceh untuk melakukan konversi menjadi bank syariah.
 
Dalam studi yang difokuskan pada kebijakan politik ini, tingkat aspirasi masyarakat  Aceh semakin menguat setelah diberlakukan UU Keistimewaan Aceh (1999), UU Otonomi Khusus Aceh (2001), dan UU Pemerintahan Aceh (2006). Setelah itu, dukungan kelompok masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah juga kuat, terutama para pelaku ekonomi syariah. Kebijakan yang ekslusif dan monopolistik ini paradoks dengan tujuan inklusif diberlakukannya Qanun LKS yang dimaksudkan untuk menggerakan ekonomi rakyat Aceh. Pertentangan antara kebijakan yang ekslusif penerapan lembaga keuangan syariah dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat Aceh yang bersifat inlusif menjadi bagian penting dari kajian ini.
Regulating Sharia Economy in Aceh 
Aceh adalah daerah yang diberikan kekhususan dalam melaksanakan syariat Islam. Dasar hukumnya adalah UU Keistimewaan Aceh (199), UU Otonomi Khusus Aceh (2001), dan UU Pemerintahan Aceh (2006). Tiga paket Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mengesahkan qanun ekonomi syariah, seperti qanun pengelolaan zakat (2004), qanun baitul mal (2007), dan qanun lembaga keuangan syariah (2018).

Qanun LKS adalah qanun yang sangat jelas menjadi sentral dari gerak ekonomi syariah di Aceh, meskipun terlebih dahulu diberlakukan qanun pengelolaan zakat (2004) dan qanun baitul mal (2007). Qanun  ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengimplementasikan ketentuan Qanun LKS ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun LKS diberlakukan. Qanun LKS merupakan penjabaran dari Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Nazar, salah seorang lecturer di Fakultas  mengatakan:

Membentuk Qanun LKS adalah amanah dari undang-undang Pemerintahan Aceh. Kemudian diturunkan lagi dalam Qanun Pokok-pokok Syariat Islam. Salah satu pasalnya bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Acceh berdasarkan prinsip syariah. Kemudian baru diturunkan dalam qanun lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, Qanun LKS memiliki hirariki yang cukup kuat.

Kebijakan penerapan ekonomi syariah di Aceh memiliki dua sisi sekaligus, yaitu ekonomi syariah yang inklusif dan ekslusif. Ekonomi syariah yang inklusif tertuang dalam Qanun LKS yang menegaskan bahwa LKS diharapkan dapat menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 5, point b, e, f, g dan h).

Idi Karim Makinara inklusivitas ekonomi syariah terletak pada prinsip keadilan dan kemerataan,
 sehingga tidak ada lagi kemiskinan sebagaimana rumusan FGD di bawah ini:
Yang kita capai ini sebenarnya adalah membalikkan trend yang ada. Kita tidak menuduh lembaga keuangan konvensional yang membuat Aceh miskin, Aceh dalam empat atau lima tahun terakhir, tiga empat tahun terakhirlah  sudah diletakkan di paling bawah atau di nomor dua untuk Sumatera termiskin. Walaupun sebenarnya kalau orang kesini, tidak melihat kemsikinan di Aceh. Akan tetapi harus kita akui potensi kemiskinan itu ada. Untuk membalikkan trend itu,  Qanun LKS inilah kita coba.
 

Sebagai bagian dari ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah di Aceh tidak sekadar berorientasi pada syariah, seperti mewujudkan perekonomian Aceh yang islami, menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah (Pasal 5 point a, c, dan d). Hal ini menunjukkan bahwa orientasi lembaga keuangan syariah di Aceh bersifat inklusif dan ekslusif.

Namun demikian, secara operasional ekonomi syariah yang diimplementasikan dalam Qanun LKS di Aceh mengarah pada ekslusivitas. Dengan sangat jelas, Qanun LKS menegaskan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah (pasal 2). Selain lembaga keuangan syariah tidak diijinkan beroperasi.
 Sebelum disahkannya Qanun LKS, lembaga keuangan konvensional beroperasi di Aceh karena darurat, belum ada alternatif. Ketika ada alternatif, yaitu lembaga keuangan syariah, maka tidak boleh lagi bertransaski dengan lembaga keuangan konvensional. Inilah yang menjadi argumennya.
 Implikasinya adalah hanya lembaga keuangan syariah yang dibolehkan beroperasi di Aceh, dan sebaliknya lembaga keuangan non syariah dilarang beroperasi di Aceh. Kebijakan ini tidak memberikan peluang kepada lembaga keuangan konvensional untuk beroperasi di Aceh. 
Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi nasional yang menganut dual system, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Masyarakat diberikan kebebasan memilih untuk menggunakan ekonomi konvensional atau ekonomi syariah. Khususnya, dual banking system mulai berlaku di Indonesia semenjak diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Salah satu isi dari amandemen undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinisp syariah. Undang-undang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Islamic windows atau Unit Usaha Syria (UUS).

Di Aceh, sistem ekonomi yang dijalankan menganut single system, yaitu hanya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh. Hal ini berarti bahwa sistem ekonomi bergerak berbeda. Awalnya, sistem ekonomi nasional dilaksanakan dalam sistem konvensional, namun kebijakan berubah dengan memasukkan ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional. Ekonomi syariah direkognisi oleh negara sebagai sistem ekonomi nasional. Tapi, di Aceh sistem ekonomi berbalik arah, menjadi single sistem di mana sistem ekonomi konvensional tidak direkognisi dengan kebiajakan Aceh. Inklusivitas ekonomi nasional yang mengijinkan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah berubah di Aceh dengan hanya mengijinkan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh.
Setelah disahkannya Qanun LKS terjadi perubahan lembaga keuangan di Aceh, meskipun bank-bank syariah milik pemerintah tidak terpengaruh dengan kebijakan ini. Bank-bank milik swasta justru yang terpengaruh dengan kebijakan ini. Bank-bank swasta non-syariah memilih tidak beroperasi di Aceh. Bank konvensional kemudian hengkang dari Aceh sejak pertengahan 2021. Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, BTN dan bank konvensional lainnya pamit setelah Aceh memberlakukan Qanun LKS. Sedangkan bank syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Mandiri Syariah dan lainnya yang masih beroperasi di Aceh. 

Sejumlah bank melakukan konversi. Bank Aceh berubah menjadi Bank Aceh Syariah.
 Bank Danamon kemudian konversi menjadi Bank Danamon Syariah. Seluruh kantor cabang Bank Aceh dan Bank Danamon menghadirkan layanan produk-produk syariah untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Aceh.
 Konversi bank konvensional ke bank syariah merupakan bukti kepatuhan perbankan terhadap Qanun LKS yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beralih ke lembaga keuangan syariah.

Selain lembaga keuangan, Masyarakat Aceh juga diwajibkan untuk mengalihkan transasksi keuangan ke bank-bank syariah. Bila tetap ngotot menggunakan bank konvensional, maka transaski dan administrasi dilakukan di Sumatera Utara. Kebijakan ini tentu menyulitkan bagi masyarakat Aceh yang selama ini menggunakan transaksi keuangan melalui bank-bank konvensional. Salah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, Bukhori menyayangkan hanya lembaga keuangan syariah yang beroperasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan.  Ia mengatakan: “Iya efeknya langsung ke kita. Seandainya ada saja satu saja bank konvensional dibuka, mungkin tellernya aja, mungkin, ya mungkin, akan aman. Ya orang kan yang mau pilih kan bisa saja.Kenapa tidak diberi kebebasan untuk memilih,
 Nazar, akademi UIN Ar-Raniry juga merasakan kesulitan masyarakat setelah diberlakukan Qanun LKS. Ia mengatakan: “Terlepas masih banyak kekurangan, kemaren waktu konversi bank aceh, kemudian mergernya tiga bank menjadi BSI, itu komplain masyarakat ada. Ya pas kebetulan saja sesungguhnya setelah berlaku qanun LKS itu.” Meski ada kekurangan, Nazar yakin akan terjadi perbaikan. 
“Jadi kita perbaiki sedikit demi sedikit. Bahwa belum sepenuhnya selesai belum sepenuhnya berhasil, ya kekurangannya masih banyak. Jadi menurut saya tidak seluruhnya bermaslah dalam konteks perbankan syariah di aceh gara-gara qanun LKS. Bahwa kita belum sempurna dalam memnuhi kebutuhan nasabah, itu iya. Kita belum mampu semuanya, itu iya. Karena perbandingannya tidak selevel kalo kita bandingkan dengan bank konvensional.”
 
Dalam FGD bersama Dinas Syariat Islam, juga diakui bahwa pada awalnya konversi ke bank syariah mengalami kesulitan.  

“Jadi pada awalnya memang agak sedikit heboh di Aceh karena soal ini. Itu kan proses. Semua proses apalagi proses mengkonversi sebuah sistem, itukan pasti perlu waktu. Ini kadang-kadang yang nggak disadari oleh masyarakat. Konversi itu tetap ada pengorbanan. Jadi ketika itu, ATM macet dimana-mana, karena kan ada penarikan ATM konvensional, harus masukkan ATM baru. Terus ada migrasi sistem di dalam internal mereka juga, perlu waktu, kemudian konversi nasabah dan sebagainya. Ada PHK pegawai karena ada pegawai yang nggak ngerti syariah, milih dia pindah aja ke Medan gitu kan, nggak mau dikonversi, nggak mau ikut mungkin. Banyak persoalannya. Tapi itu terurai satu persatu sampai sekarang nggak ada lagi. Sekarang kami hampir nggak pernah dengar ada masalah; rekening yang nggak bisa dikirim dan sebagainya. Jadi itu artinya menunjukkan bahwa memang dengan kesabaran, selesai semuanya”.
 
Tantangan bank konvensional saat ini adalah semua produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke syariah dan meyakinkan nasabah bahwa mereka siap untuk mengalihkan ke syariah. Adapun tantangan lainnya bagaimana memindahkan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah di mana dana di bank konvensional lebih besar daripada bank syariah. Konversi juga membawa dampak bagi hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan pihak nasabah deposan. Konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah adalah bank harus mencantumkan kata “syariah”. Selanjutnya bank bersangkutan harus menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional sebelumnya. Konversi juga membawa perubahan bagi hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah deposan termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual bank dan nasabah. Pengakhiran hubungan kontraktual terjadi jika nasabah memilih untuk tidak menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maupun nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional yang sama. 

Jika nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah bank konvensional yang sama pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain, maka hanya ada pemindahan hak dan kewajiban nasabah. Jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi, maka terjadi perubahan hubungan kontraktual yang meliputi jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subyek perjanjian dan jenis perjanjian. Konversi bank juga membawa perubahan pada produk
produk penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito dan giro yang digunakan oleh nasabah deposan.

Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Publik: Merawat Identitas Keagamaan

Ekslusivitas ekonomi syariah di Aceh merupakan kebijakan publik yang lahir dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat.
 Sebagai umum diketahi, aspirasi masyarakat Aceh adalah menerapkan syariat Islam secara holistik. Di bidang ekonomi, kebijakan hukumnya dioreintasikan pada kewajiban masyarakat dan lembaga keuangan untuk bertransaksi dalam sistem keuangan syariah. Kebijakan publik ini merupakan kerja-kerja politik yang sangat dipengaruhi, dalam perumusan dan pelaksanaannya, oleh keinginan masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam kebijakan publik, terutama ketika negara melihat persoalan-persolan publik yang harus ditangani.
 Antusiasme masyarakat Aceh untuk menerapkan syariah tidak hanya dalam bidang pidana Islam sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Masyarakat juga menginginkan hukum ekonomi syariah, yang dimulai dengan Qanun LKS.
 Dalam praktiknya, aspirasi yang dibawa oleh masyarakat seringkali berkaitan dengan agama, terutama bagiamana hukum agama masyarakat dapat diakomodir oleh negara sebagai kebijakan publik.
Dalam konteks inilah, di negara-negara Muslim, seperti di Indonesia, aspirasi masyarakat untuk menegakkan hukum agama dilakukan dengan menjadikan syariah sebagai kebijakan publik,
 khususnya kebijakan hukum. Instrumennya adalah syariah dilegislasi dalam bentuk Qanun melalui mekanisme politik lokal. Implikasinya, syariah sebagai bagian dari kebijakan publik mengalami proses politik karena syariah ditetapkan keberlakuannya oleh lembaga-lembaga politik.
  Pada titik ini, ekonomi syariah tidak hanya menjadi praktik keberagamaan masyarakat, ekonomi syariah sudah menjadi kebijakan negara.  Ekonomi syariah kemudian tidak lagi hanya sebagai aturan transenden yang menjadi panduan bagi umat Islam, melainkan sebagai aturan yang bermuatan politik karena ditetapkan dalam kerja-kerja politik.

Kebijakan publik pada umumnya berorientasi untuk semua masyarakat yang bersifat inklusif yang tergambar dari politik yang inklusif.
 Pada tahap selanjutnya, hukum yang diterapkan negara bersifat inklusif,
 yaitu negara tidak mengatur untuk kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ekonomi syariah di Aceh dalam tujuan hukumnya adalah bersifat inklusif. Hal ini ditunjukkan dalam Qanun LKS yang memiliki ekpektasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagai negara-negara yang menganut pluralisme hukum, kebijakan publik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hukum di Aceh dapat diorientasikan kepada salah satu kelompok masyarakat. Bahkan, lebih dari itu, kebijakan hukum justru bersifat ekslusif,
 yang menyingkirkan entitas lain, bukan memberikan pilihan atas pluralitas hukum. Hal ini tampak terlihat dari Qanun LKS yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan menggunakan prinsip syariah dan melarang lembaga keuangan non-syariah untuk beroperasi di Aceh.
Kebijakan publik yang ekslusif terkait dengan Qanun LKS seringkali bersumber dari identitas keagamaan masyarakat. 
  Syariah adalah identitas keagamaan yang dipertarungkan dalam ruang publik untuk menjadi hukum negara.
 Masyarakat Aceh sejah lama teridentifikais sebagai Muslim yang taat beragama, yang menginginkan hukum agamnya menjadi hukum negara. Dalam konsepsi masyarakat Aceh, identitas keagamaan, seperti syariah merupakan kebijakan publik yang tidak dilaksanakan secara parsial, melainkan komprehensif. Qanun Pokok-pokok Syariat Islam di Aceh telah menggambar komprehensivitas syariat Islam yang diterapkan, yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak (Pasal 2). Karena itulah, syariah kemudian dilaksanakan secara komprehensif sebagai kebijakan publik.

Kesimpulan

Ekonomi syariah yang berkembang di Aceh dalam kebijakan publik merupakan produk politik lokal. Hal ini ditunjukkan dengan legislasi ekonomi syariah di Aceh dalam bentuk Qanun LKS. Inklusivitas Qanun LKS tampak dalam visi ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun, paradigma inklusivitas ini justru dilakukan dengan menampilkan kebijakan ekonomi syariah yang ekslusif. Dalam Qanun LKS ditegaskan bahwa hanya LKS yang dibolehkan beroperasi di Aceh dan sebaliknya lembaga keuangan non-syariah dilarang beroperasi di Aceh. Akibatnya, sejumlah lembaga keuangan non syariah berkonversi menjadi lembaga keuangan syariah dan selebihnya memilih meninggalkan Aceh setelah berlaku Qanun LKS.

Kebijakan ekslusivitas ekonomi syariah ini dibangun atas paradigma melestarikan identitas keislaman Aceh. Aceh adalah daerah yang secara historis pernah melaksanakan syariat Islam secara kompehensif. Syariat Islam juga didukung oleh masyarakat yang menginginkan pelaksanaan syariat Islam secara komprehensif.  Dalam kondisi inilah, kebijakan ini menjadi bagian dari agenda politik lokal yang berorientasi pada pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan, bukan parsial. Ekonomi syariah di Aceh tidak lagi berdampingan dengan ekonomi konvesional sebagai agenda politik ekonomi nasional yang menganut dual system.
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